
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang 

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang digunakan untuk 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program 

pembangunan. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam 

seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

hingga evaluasi program dan kegiatan. 

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bangka, setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) diwajibkan menyusun dan menyampaikan dokumen PUG, antara lain 

Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), Kerangka Acuan 

Kerja (KAK), Terms of Reference (TOR), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Surat 

Keputusan Focal Point, serta laporan pelaksanaan PUG. 

Namun demikian, proses penyampaian dan pengelolaan dokumen tersebut masih 

menghadapi berbagai kendala, di antaranya: 

1. Penyampaian dokumen masih dilakukan secara manual atau melalui berbagai 

media yang berbeda seperti surat elektronik (email), aplikasi pesan instan, dan 

media lainnya. 

2. Data dan dokumen belum terintegrasi dalam satu sistem sehingga sulit ditelusuri 

dan dikelola. 

3. Terjadi keterlambatan pengumpulan dokumen dari OPD. 

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh instansi pengampu menjadi 

kurang efektif. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan inovasi berupa sistem 

layanan pemenuhan data PUG berbasis digital yang mampu mengintegrasikan seluruh 

dokumen dalam satu media yang mudah diakses, dikelola, dan dipantau oleh seluruh 

pemangku kepentingan. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penilaian Paradhita Ekapraya (PPE), 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka mengembangkan inovasi berupa 

Layanan Pemenuhan Data PUG Berbasis Digital melalui tautan: 



https://bit.ly/SatuDataPUGBangka 

Layanan ini menjadi sarana pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan 

pemantauan dokumen PUG secara terintegrasi untuk seluruh OPD di Kabupaten 

Bangka. 

 

I.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta 

perubahannya. 

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di daerah. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pengarusutamaan Gender. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 mengatur 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai upaya mengintegrasikan perspektif 

gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan 

pembangunan daerah guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

 

I.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan pedoman teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh OPD 

dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyampaian dokumen PUG 

melalui sistem layanan data berbasis digital. 

Tujuan pelaksanaan inovasi ini adalah: 

1. Membangun sistem data terpusat untuk pengumpulan dokumen PUG. 

2. Mempermudah OPD dalam mengunggah dan menyampaikan dokumen. 

3. Meningkatkan efisiensi proses monitoring dan evaluasi. 

4. Mewujudkan tata kelola data PUG yang tertib, transparan, dan akuntabel. 

 

I.4  Sasaran 

Sasaran pelaksanaan layanan ini meliputi: 



1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangka. 

2. Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka. 

3. DP2KBP3A Kabupaten Bangka sebagai perangkat daerah pengampu PUG. 

4. Tim Penilai Paradhita Ekapraya (PPE). 

 

I.5  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi: 

1. Pengumpulan dokumen PUG. 

2. Pengunggahan dokumen melalui sistem digital. 

3. Verifikasi dan pengelolaan dokumen. 

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG. 

5. Penyediaan data dukung penilaian Paradhita Ekapraya (PPE). 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM 

II.1  Kondisi Eksisting 

Sebelum adanya layanan data berbasis digital, pengumpulan dokumen PUG 

dilakukan melalui berbagai media yang berbeda sehingga menyebabkan kesulitan dalam 

pengelolaan dan penelusuran dokumen. Selain itu, tidak adanya satu sistem terintegrasi 

mengakibatkan proses monitoring dan evaluasi menjadi kurang optimal. 

 

II.2  Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dokumen PUG meliputi: 

1. Belum tersedianya sistem pengumpulan dokumen yang terintegrasi. 

2. Rendahnya efisiensi pengelolaan data. 

3. Sulitnya melakukan pemantauan terhadap kelengkapan dokumen OPD. 

4. Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung. 

 

 

 



II.3  Solusi Inovasi 

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, DP2KBP3A Kabupaten Bangka 

menyediakan layanan digital melalui tautan Satu Data PUG Bangka yang berfungsi 

sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan seluruh dokumen PUG secara elektronik. 

 

BAB III 

TAHAPAN INOVASI 

NO TAHAPAN PENCIPTAAN 
INOVASI 

KEGIATAN JADWAL 

1.  IDENTIFIKASI 
MASALAH  

PENYUSUNAN   
SISTEM DAN LINK 

MINGGU KE-1 
APRIL 2025 

2.  SOSIALISASI  PELATIHAN OPD  MINGGU KE-2 
APRIL 2025 

3.  IMPLEMENTASI  UPLOAD   
DOKUMEN 

MINGGU KE-3 
MEI 2025 

4.  EVALUASI  MONITORING 
DAN  PERBAIKAN 

MINGGU KE-3 
JUNI 2025 

 

 

BAB IV 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

IV.1  Mekanisme Pelaksanaan 

1. DP2KBP3A menyediakan dan mengelola sistem layanan data PUG berbasis 

digital. 

2. OPD mengakses tautan yang telah disediakan. 

3. OPD mengunggah dokumen sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan. 

4. Dokumen yang telah diunggah diverifikasi oleh petugas pengelola. 

5. Data yang telah diverifikasi menjadi bahan monitoring, evaluasi, dan penilaian 

PPE. 

 

 

 



IV.2  Dokumen yang Diunggah 

Dokumen yang wajib diunggah meliputi: 

1. Gender Analysis Pathway (GAP). 

2. Gender Budget Statement (GBS). 

3. Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

4. Terms of Reference (TOR). 

5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

6. Surat Keputusan Focal Point PUG. 

7. Laporan Pelaksanaan PUG. 

8. Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan PUG. 

 

IV.3  Tugas dan Tanggung Jawab 

1. DP2KBP3A Kabupaten Bangka 

a. Menyediakan dan mengelola sistem layanan data. 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi. 

c. Menyusun laporan pelaksanaan PUG. 

d. Menyediakan data dukung penilaian PPE. 

2. Organisasi Perangkat Daerah 

a. Menyusun dokumen PUG sesuai ketentuan. 

b. Mengunggah dokumen secara tepat waktu. 

c. Memastikan keakuratan dan kelengkapan dokumen. 

 

IV.4  Tahapan Pelaksanaan 

1. Sosialisasi penggunaan layanan. 

2. Pengumpulan dan penyusunan dokumen oleh OPD. 

3. Pengunggahan dokumen melalui sistem. 

4. Verifikasi dokumen. 

5. Monitoring dan evaluasi. 

6. Penyusunan laporan dan penyediaan data dukung PPE. 

 

 



BAB V 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

V.1  Monitoring 

Monitoring dilakukan secara berkala oleh DP2KBP3A Kabupaten Bangka terhadap: 

1. Kelengkapan dokumen yang diunggah. 

2. Ketepatan waktu penyampaian dokumen. 

3. Kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku. 

 

V.2  Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengukur: 

1. Efektivitas penggunaan sistem. 

2. Tingkat kepatuhan OPD dalam penyampaian dokumen. 

3. Kualitas dokumen yang disampaikan. 

4. Kontribusi layanan terhadap peningkatan pelaksanaan PUG. 

 

V.3  Pelaporan 

Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan sebagai bahan 

pembinaan, pengambilan kebijakan, dan persiapan penilaian Paradhita Ekapraya (PPE). 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Pedoman Teknis Layanan Pemenuhan Data Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Berbasis Digital ini disusun sebagai acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di 

Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyampaian 

dokumen PUG secara terintegrasi. 

Melalui penerapan sistem digital yang terpusat, diharapkan tercipta tata kelola 

data PUG yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu 

mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta meningkatkan 

capaian Kabupaten Bangka dalam Penilaian Paradhita Ekapraya (PPE). 

 


